
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5401); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di 
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

Mengingat 

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program 
pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan 
pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber 
dari dana transfer ke daerah melalui dana ban tuan 
operasional satuan pendidikan; 

b. bahwa berdasarkan lnstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 
2016, transaksi non tunai merupakan bentuk transaksi 
dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan 
mencegah dan memberantas korupsi sebagai bagian aksi 
yang mendesak untuk dilaksanakan; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dana 
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 911 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6793);); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6676 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 
2021 Nomor 63; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
200); 

9. Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 4). 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Timur; 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur; 
5. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang 

selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi 
khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional 
nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan; 

6. Pengelolaan Dana BOSP adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan dan penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOSP; 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 
pada Pemerintah Daerah selaku PA/pengguna barang, 
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah dinas pendidikan kabupaten/kota 
yang melaksanakan urusan pendidikan kabupaten/kota; 

9. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik 
adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan; 

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang 
selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan 
kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun 
anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan; 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD 
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah; 

13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup atau 
yang disebut dengan nama lain adalah Perbub 
kabupaten/kota; 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI 
NON TUNA! DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN 
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

MEMUTUSKAN : 
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tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah; 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
di pimpinnya; 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD; 

17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD; 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keu.angan pada SKPD; 

19. Penanggungjawab adalah kepala Satdik yang bertanggung 
jawab dalam Pengelolaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, 
dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan 
kewenangannya; 

20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan; 

21. Bendahara adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan 
pada Satdik negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah; 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 

23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang 
bersumber dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana 
BOP Kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan 
penerima hibah; 

24. Penerimaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP 
Kesetaraan adalah uang yang masuk ke Rekening Satdik; 

25. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya 
disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan 
transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah; 

26. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya 
disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA 
Anggaran untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan 
belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan 
pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas 
umum daerah dan menjadi dasar penerbitan Surat 
Pengesahan Belanja; 

27. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk 
mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui 
rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B; 
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Ruang Lingkup pelaksanaan transaksi non tunai Dana 
Bantuan Operasional pada satuan Pendidikan, meliputi: 

Pasal 5 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah uang 
dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan 
instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu 
(APMK), eek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya 
melalui aplikasi satker online yang dibangun Bank Sultra 

Pasal 4 

BAB II 
TRANSAKSI NON TUNAI 

Pelaksanaan transaksi non tunai dana Bantuan Operasioanal 
Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur bertujuan untuk : 
a. Mendorong transparasi ndan akuntabilitas pengelolaan 

dana BOSP; 
b. Mencegah transaksi ilegal (koru psi); 
c. Mewujudkan tertib admnistrasi Pengelolaan Kas. 

Pasal 3 

( 1) Pengelolaan Dana BOSP terdiri dari : 
a. Pengelolaan Dana BOS (SMP dan SD); 
b. Pengelolaan Dana BOP PAUD; dan 
c. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan. 

(2) Pemerintah daerah Kabupaten melakukan pengelolaan 
Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
melalui Satdikmen dan Satdiksus. 

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan 
pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c melalui Satdikdas, 
Satdik paud dan Satdik kesetaraan; 

(4) Pengelola Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Dana BOSP. 

Pasal 2 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 
yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih 
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 
(satu) periode anggaran; 

29. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat 
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

30. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas 
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 
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ABO. AZIS 

ttd 

2023 
Ditetapkan di Tirawuta 
Pada Tanggal, :).(; -1 - 
Pit. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
mengundangkan peraturan bupati ini dengan penempatannya 
dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Bupati Kolaka Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Kolaka Timur melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap transa.ksi non tunai. 

Pasal 7 

Pembinaan dan Pengawasan 

(1) Besaran non tunai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 
huruf (d) sampai dengan huruf U) diatur sebagai berikut : 
a. Untuk pembayaran kurang atau sama dengan Rp. 

1.000.000,- dibayar secara tunai; 
b. Untuk pembayaran di atas Rp. 1.000.000,- dibayar secara 

non tunai; 
(2) Transaksi melalui aplikasi SIPLAH meliputi belanja modal, 

barang dan jasa yang pembayarannya dibayar secara non 
tunai. 

Pasal 6 

BESARAN PEMBAYARAN NON TUNA! 

a. Pembayaran insentif; 
b. Pembayaran honor PNS dan Non PNS; 
c. Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam 

daerah; 
d. Pembayaran bahan bakar min yak; 
e. Pembayaran suku cadang; 
f. Pembayaran alat tulis kantor; 
g. Pembayaran cetak; 
h. Pembayaran Penggandaan; 
1. Pembayaran Penjilidan; 
J. Pembayaran Upah Kerja. 
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ICHLAS, S.H., M.H 
Pembina Tk I, Gol. N lb 
NIP. 19100922200112 1 003 

KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

Salinan sesuai dengan aslinya 

ANDI MUH. IQBAL TONGASA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR .~ .. 

ttd 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada Tanggal, ).!, - J - 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 
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